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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Surat Keputusan Nomor: 07 Tahun 2019 oleh Kepala Desa Sukarara 

Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah dinyatakan cacat hukum 

karena tidak memenuhi syarat administratif, kepala desa bertindak tidak 

sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan Undang-Undang, serta 

peraturan yang ada, dan dasar yang digunakan terhadap pengeluaran surat 

keputusan tersebut tidak memiliki dasar sesuai peratura, dalam arti kepala 

desa hanya melihat kinerja perangkat desa, serta adanya desakan dari 

masyarakat. Kinerja kepala desa dalam menjalankan pemerintahan desa 

belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. 

2. Hasil putusan PTUN Nomor: 50/G/2019/PTUN.Mtrm tentang akibat 

hukum dari dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor: 07 Tahun 2019 oleh 

Kepala Desa Sukarara Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah 

yaitu:  

a. Mewajibkan Kepala Desa untuk mencabut Surat Keputusan Kepala 

Desa Sukarara Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Nomor: 

07 Tahun 2019 Tentang Mutasi Perangkat Desa, Tertanggal 17 Juni 

2019. 

b. Memerintahkan Kepala Desa untuk mengembalikan Perangkat Desa 

kepada jabatan dan kedudukan semula. 
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c. Menghukum Kepala Desa untuk mambayar biaya perkara sejumlah Rp. 

356.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah). 

B. Saran 

1. Diharapkan Kepala Desa mengutamakan keahlian yang berdasarkan kode 

etik jabatan yang seharusnya ketika mengeluarkan Surat Keputusan atau 

menjalankan pemerintah sebaiknya lebih dipahami dan diteliti lagi dari 

akar permasalahan, sehingga untuk masa yang akan datang Kepala Desa 

tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. 

2. Semoga dengan adanya akibat hukum yang telah dikeluarkan PTUN.matrm 

dapat mengambil pelajaran bahwa pemimpin yang bersangkutan, tidak 

hanya dalam mengambil keputusan kewibawaan seorang pemimpin dapat 

terlihat, tetapi bagaimana seorang pemimpin dapat mengendalikan dirinya 

dalam ego dan emosinya saat menyelesaikan suatu masalah. 
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